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BERITA DAERAH 
KOTA BEKASI 

 
NOMOR :  9.A                            2017                                    SERI : E          

                    
 PERATURAN WALI KOTA BEKASI 

NOMOR 09.A TAHUN 2017 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BEKASI, 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur 
perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta 
dalam rangka optimalisasi Tim Ahli Bangunan 
Gedung dalam memberikan rekomendasi 
pertimbangan teknis dalam proses penelitian 
dokumen rencana teknis Peruntukan Penggunaan 
Lahan dan Rencana Tapak dan rekomendasi 
pertimbangan teknis bangunan gedung dan 
memberikan masukan dalam penyelesaian masalah 
penyelenggaraan bangunan gedung tertentu, maka 
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 41 Tahun 2014 
tentang Tim Ahli bangunan Gedung dipandang perlu 
diubah untuk kedua kalinya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, maka Perubahan dimaksud perlu 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. 
 

Mengingat : 
: 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5188); 

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4532); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5103); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036); 

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 
15 Seri C); 

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2013 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota 
Bekasi Tahun 2013 Nomor 3 Seri D); 

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2014 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota 
Bekasi Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 2). 

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D); 

16. Peraturan Daerah  Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi 
Tahun 2016 Nomor 7 Seri D); 

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 
17 Seri E). 

Memperhatikan  : Berita acara rapat penyusunan Perubahan Peraturan 
Wali Kota Bekasi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tim Ahli 
Bangunan Gedung Nomor 640/142.a/DinasPUPR.5, 
tanggal 6 Februari 2017. 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN 
KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 
41 TAHUN 2015 TENTANG TIM AHLI BANGUNAN 
GEDUNG.  
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 41 Tahun 
2015 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 
2015 Nomor 41 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali 
Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali 
Kota Bekasi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung 
(Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 16 Seri E),  diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

1. Ketentuan angka 2, angka 4 dan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Bekasi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi. 
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Bekasi. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kota Bekasi. 
6. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG 

adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan 
penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan 
pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana 
teknis dengan masa penugasan terbatas, dan/atau untuk 
memberikan masukan dalam penyelesaian masalah 
penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan 
anggotanya bersifat ad hoc dan ditunjuk secara periodik dengan 
Keputusan Wali Kota. 

7. Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya 
disebut Panitia Pembentukan TABG adalah Panitia Pembentukan 
Tim Ahli Bangunan Gedung di wilayah Kota Bekasi yang diangkat 
oleh Wali Kota untuk melaksanakan pembentukan Tim Ahli 
Bangunan Gedung. 
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8. Database Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung adalah daftar tentang 
data anggota tim ahli bangunan gedung yang diutus oleh asosiasi 
profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat 
adat dan instansi pemerintah daerah/Pemerintah yang telah 
ditetapkan dan diangkat/ditugaskan oleh Wali Kota dalam periode 
waktu tertentu. 

9. Instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung adalah 
instansi yaitu dinas atau bidang yang membina penyelenggaraan 
bangunan gedung. 

10. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya 
berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi 
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian 
atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 
sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 

11. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang 
digunakan untuk kepentingan umum. 

12. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan 
gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa 
fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial budaya. 

13. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan 
yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan 
konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan 
pembongkaran bangunan gedung. 

14. Perencanaan teknis adalah proses membuat gambar teknis bangunan 
gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, 
pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri 
atas rencana arsitektur, rencana struktur, rencana 
mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, rencana tata ruang 
dalam/interior, rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya 
dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar 
teknis yang berlaku. 

15. Dokumen rencana teknis adalah rencana-rencana teknis arsitektur, 
struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, 
tata ruang dalam, dalam bentuk gambar rencana, gambar detail 
pelaksanaan, dan laporan perencanaan. 

16. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan adalah panduan rancang 
bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang 
yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana 
umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan 
pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan. 
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17. Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan 
oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi 
khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk 
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau 
merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif 
dan teknis yang berlaku. 

18. Pertimbangan teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan 
gedung yang disusun secara tertulis dalam bentuk berita acara 
secara profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis 
bangunan gedung baik dalam proses perencanaan pembangunan. 
 

19. Persetujuan rencana teknis adalah pernyataan tertulis tentang telah 
dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan 
gedung yang telah dinilai/dievaluasi. 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 
(1) Susunan TABG terdiri dari : 

a. Pengawas/pembina TABG : 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi 
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, 

Pembangunan dan Keuangan 
Kota Bekasi 

b. Ketua TABG : Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kota Bekasi 

c. Wakil Ketua TABG : Kepala Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kota Bekasi 

d. Sekretaris TABG : Sekretaris Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Kota 
Bekasi 

e. Anggota Sekretariat : Unsur Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kota Bekasi 

f. Anggota TABG : 1. Unsur Pemerintah Daerah 
2. Unsur Asosiasi Profesi 
3. Unsur Perguruan Tinggi 
4. Unsur Masyarakat Ahli/ 

Masyarakat Adat. 

(2) Susunan Keanggotaan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 
  

Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal 10 Pebruari 2017 
 

WALI KOTA BEKASI, 
 

        Ttd/Cap 
 

 RAHMAT EFFENDI 
Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 10 Pebruari 2017 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
 

                      Ttd/Cap 
 
         RAYENDRA SUKARMADJI 

 
 
 

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN  2017   NOMOR  9.A SERI E    


